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ABSTRAK 

Penel|it|ian |in|i bertujuan untuk Untuk mengetahu |i penerapan sanks|i p|idana terhadap peredaran 

sed|iaan farmas|i obat tanpa |iz|in edar sesua|i dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 

2009.Kemud|ian untuk mengetahu|i baga|imana cara mencegah d|istr|ibus|i obat-obatan tanpa |iz|in 

edar.  Penel|it|ian |in|i bers|ifat normat|if. Data yang d|igunakan dalam penel|it|ian |in|i adalah data 

sekunder, yang d|iperoleh dengan membaca l |iteratur tentang peraturan perundang-undangan dan 

l|iteratur la|in yang berka|itan dengan subjek. Has|il penel|it|ian menunjukkan bahwa pengedaran dan 

penyalahgunaan sed|iaan farmas|i tanpa |iz|in edar, yang d|iatur dalam Undang-Undang No.36, 

adalah t|indak p|idana. Dalam hal |in|i menter|i kesehatan yang berhak member|i |iz|in edar. Syarat 

sed|iaan farmas|i d|iber|ikan |iz|in edar adalah sed|iaan farmas|i tersebut telah lulus uj|i dar|i seg|i mutu, 

keamanan dan kemanfaatan Obat. Dalam penerapan sanks |i t|indak p|idana pengedaran dan 

penyalahgunaan sed|iaan farmas|i tanpa |iz|in edar yang d |iatur dalam pasal 106 Undang-Undang 

No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan sed |iaan farmas |i dan alat kesehatan hanya dapat 

d|iedarkan setelah mendapat |iz|in edar. Penandaan dan |informas|i sed|iaan farmas|i dan alat kesehatan 

harus memenuh|i persyaratan objekt|iv|itas dan kelengkapan. 

Kata Kunci: Peredaran Obat, Tanpa Izin, Obat 

 

ABSTRACT 

This research aims to determine the application of criminal sanctions for the distribution of 

pharmaceutical drug preparations without a distribution permit in accordance with Health Law 

Number 36 of 2009. Then to find out how to prevent the distribution of medicines without a 

distribution permit.  This research is normative in nature. The data used in this research is 

secondary data, obtained by reading literature on laws and regulations and other literature 

related to the subject. The research results show that distribution and misuse of pharmaceutical 

preparations without a distribution permit, as regulated in Law No. 36, is a criminal offense. In 

this case, the Minister of Health has the r|ight to grant d|istr|ibut|ion perm|its. The cond|it|ion for a 

pharmaceut|ical preparat|ion to be granted a d|istr|ibut|ion perm|it |is that the pharmaceut|ical 

preparat|ion has passed tests |in terms of qual|ity, safety and eff|icacy of the drug. |In |implement|ing 

sanct|ions for cr|im|inal acts of d|istr|ibut|ion and m|isuse of pharmaceut|ical preparat|ions w|ithout a 

distribution permit as regulated in article 106 of Law No. 36 of 2009 concerning Health, it is stated 

that pharmaceutical preparations and medical devices can only be distributed after obtaining a 

distribution permit. Marking and information on pharmaceutical preparations and medical 

devices must meet the requirements for objectivity and completeness. 

Keywords: Drug Distribution, Without License, Drugs 

 

A. PENDAHULUAN  

            Indonesia merupakan negara hukum, fungs|i dar|i hukum adalah untuk menc|iptakan 

keamanan, keterat|uran, dan ketert|iban dalam masyarakat. H |uk|um bers|ifat memaksa dan 
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meng|ikat sem|ua orang. Meng|ikat memp|unya|i art|i ya|it|u har|us d|itaat |i dan apab|ila d|ilanggar 

akan mendapatkan sanks|i. Berdasarkan |Undang-|Undang Dasar Tah|un 1945 Pasal 1 ayat 

(3) yang berb|uny|i “Negara |Indones|ia mer|upakan negara h|uk|um”.1 Man|us|ia past|i 

mem|il|ik|i banyak kepent|ingan dan keb|ut|uhan. Man|us|ia bert|indak dalam rangka memen|uh|i 

keb|ut|uhan dan kepent|ingan h|id|upnya, seh|ingga t|indakan dan s|ikap mereka t|idak 

mer|ug|ikan orang la|in. H|uk|um menetapkan batasan |unt|uk bert|indak dan member|ikan 

ramb|u-ramb|u ber|upa batasan dalam bert|ingkah lak|u.  

           |Ilm|u kesehatan semak|in berkembang dan berdampak besar pada masyarakat 

modern. Perkembangan |ilm|u |in|i membawa kesejahteraan dan kemakm |uran bag |i 

rakyatnya, dan negara mem |il|ik|i tangg|ung jawab |unt|uk menyed|iakan layanan kesehatan 

dan menetapkan at|uran h|uk|um yang berka|itan dengan perl|ind|ungan kesehatan. Nam |un, 

se|ir|ing perkembangan zaman, h|uk|um kesehatan |in|i mas|ih k|urang mendapat perhat |ian.2               

Se|ir|ing berkembangnya zaman banyak berm |unc|ulan t|indak p|idana d |i b|idangn kesehatan 

salah sat|unya d|i b|idang sed|iaan farmas|i dan penj|ualan obat tanpa |iz|in edar, terdapat at|uran 

yang mengat|ur penj|ualan, pengedaran obat-obatan dan sed|iaan farmas|i dar|i Departemen 

Kesehatan. Dengan adanya t |indak p|idana pengedaran farmas|i obat tanpa |iz|in edar dar|i 

Departemen Kesehatan yang dapat membahayakan kons |umen dalam pandangan h|uk|um 

sebaga|i s|uat|u perb|uatan yang d|ilarang sebaga |imana d|iat |ur dalam ketent|uan per|undang-

|undangan yang berlak |u, ketent|uan terseb|ut terdapat dalam |Undang-|undang Nomor 36 

Tah|un 2009 Tentang Kesehatan. 

               Sed|iaan farmas |i yang beredar tanpa |iz|in dar|i otor|itas berwenang, sepert|i Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dapat men |imb|ulkan r|is|iko kesehatan yang besar 

bag|i masyarakat karena k|ual|itas, keamanan, dan efekt|iv|itasnya yang t|idak terjam|in. 

Prod|uk farmas|i yang t|idak terdaftar |in|i ser|ing kal|i d|iprod|uks|i, d|i|impor, ata|u 

d|id|istr|ib|us|ikan secara |ilegal, dan banyak d |item|ukan d|i pasar gelap ata |u d|ij|ual secara 

dar|ing tanpa pengawasan. T|indak p|idana pengedaran sed|iaan farmas|i tanpa |iz|in edar 

melanggar ketent |uan h|uk|um yang d|iat|ur dalam |Undang-|Undang Nomor 36 Tah|un 2009 

tentang Kesehatan dan |Undang-|Undang Nomor 8 Tah |un 1999 tentang Perl|ind|ungan 

Kons|umen. Pasal-pasal dalam |undang-|undang terseb|ut menegaskan bahwa peredaran 

prod|uk farmas|i har|us mendapatkan izin edar sebagai bent|uk perlind|ungan terhadap 

kons|umen dan kesehatan masyarakat. Meskip|un ketent|uan h|uk|um telah mengat|ur dengan 

tegas, praktik pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar masih sering ditem |ukan, 

ter|utama pada kas |us yang melibatkan kepentingan ekonomi. 

                 Berdasarkan |uraian diatas t|uj|uan penelitian dan pembahasan penelitian ini, akan 

membicarakan berbagai aspek, termas|uk |uns|ur-|uns |ur yang berkaitan dengan tindak pidana 

pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar, sanksi h|uk|um yang diberikan kepada pelak|u 

yang melak|ukannya, dan |upaya h |uk|um |unt|uk menghentikan pengedaran sediaan farmasi 

tanpa izin edar. 

R|UM|USAN MASALAH 

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelak |u peredaran sediaan farmasi tanpa 

izin edar dalam p|ut|usan P|ut|usan  No.46/Pid.S|us/2023/PNWng? 

 

 

 
1 ‘Undang Undang Dasar 1945’. 
2 M.Yusuf Hanifah, Amr Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. (Jakarta: EGC,2009), h.5 
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B. METODE PENELITIAN 

            Penent|uan metode penelitian mer|upakan tahap yang c|uk|up penting dalam 

penelitian. Metode penelitian akan mempengar |uhi dalam penent |uan data, analisis data, dan 

hasil dari penelitian. Metode berasal dari d |ua kata yait|u metode dan logi, metode adalah 

cara sedangkan logi berasal dari kata logos yang berarti ilm |u.  Metode penelitian yang 

dig|unakan pen|ulis dalam skripsi ini adalah penelitian  normatif. Penelitian h|uk|um normatif 

berasal dar|ibahasa |inggr|is ya|it|u normat|if legal research, dan Bahasa Belanda ya |it|u 

normat|if j|ur|id|ish onderzoek. Penel|it|ian h|uk |um normat|if ata|u penel|it|ian h |uk|um doctr|inal 

adalah penel|it|ian |internal dalam d|is|ipl|in |ilm|u h|uk|um.3   

           T|inja|uan y|ur|id|is normat|if adalah metode yang bert|uj|uan |unt|uk menganal|is|is 

perat|uran per|undang-|undangan, doktr|in h |uk|um, serta berbaga|i l|iterat|ure terka|it |unt|uk 

memaham|i baga|imana norma-norma h|uk|um d |iterapkan dalam konteks permasalahan yang 

d|ibahas. Penel|it|ian y|ur|id|is normat|if berfok|us pada bahan h|uk|um pr|imer dan sek|under, 

sepert|i p|ut |usan, |undang-|undang, perat|uran pemer|intah, dan pendapat para ahl|i h|uk|um. 

Pendekatan yang d|ilak|ukan penel|it|ian |in|i adalah mengg|unakan pendekatan st|ud|i l|iterat|ur 

dan penelaah dok|umen yang relevan |unt|uk mendapatkan penafsiran h |uk|um yang tepat 

serta |unt|uk menganalisis keses|uaian h|uk|um dengan realita yang ada. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Penerapan Sanksi terhadap peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar berdasarkan 

|Undang-|Undang Nomor 36 Tah|un 2009 tentang kesehatan 

             Pasal 197 |Undang-|Undang No.36 Tah |un 2009 Tentang Kesehatan mengat|ur 

t|indak p|idana mengedarkan sed|iaan farmas|i, kh|us|usnya obat yang t|idak mem|il|ik|i |iz|in 

edar. Dalam kas |us |in|i, perb|uatannya memen|uh|i persyaratan Pasal 197 |Undang-|Undang 

No.36 Tah|un 2009 Tentang Kesehatan. 

|Ura|ian mengena|i penerapan h |uk|um p|idana terhadap t|indak p|idana dengan sengaja 

mengedarkan sed |iaan farmas |i yang t|idak mem|il|ik|i |iz|in dalam P |ut|usan 

No.46/P|id.S|us/2023/Pn.Wng 

I. Identitas Terdakwa 

Nama lengkap             : R|UHAN HAFIZH  FAHROZI Als R |UHAN Bin 

                                    PARTONO WARINO 

Tempat lahir               : Wonogiri 

|Um|ur / tanggal lahir   : 20 Tah|un / 14 Maret 2003 

Jenis kelamin              : Laki-laki 

Kewarganegaraan       : Indonesia 

Tempat tinggal         : G|un|ungan Rt. 01 Rw. 02, Ds/Kel.Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab. 

Wonogiri  

Agama                       : Islam 

Pekerjaan                   : Swasta  

II. Kronologi Kas|us  

Berm|ula pada Selasa tanggal 28 Febr|uari 2023, sekitar p|uk|ul 20.00 WIB, terdakwa 

dih|ub|ungi oleh saksi ANDI SAP |UTRA Als GOPEK Bin KATIYO melal |ui WhatsApp. 

Saksi terseb|ut kem|udian mengh|ub|ungi terdakwa |unt|uk meminta obat daftar G, 

TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, ata|u tidak. Pada hari berik|utnya, terdakwa 

 
3 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Sinar Grafika, 1996). Hlm.1 
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mengh|ub|ungi saksi terseb|ut kembali |unt|uk meminta obat terseb|ut. Terdakwa kem|udian 

mengg|unakan sepeda motor pada Rab|u tanggal 1 Maret 2023 sekitar p|uk|ul 14.00 wib 

|unt|uk bertem|u dengan Saksi ANDI SAP |UTRA Als GOPEK Bin KATIYO di Toko 

DARTO Tirtomoyo, tepatnya di Balerejo, Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, 

Kab|upaten Wonogiri. Selanj|utnya, terdakwa memberi obat daftar G jenis 

TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kepada Saksi ANDI SAP |UTRA Als GOPEK Bin 

KATIYO, dan Saksi ANDI SAP |UTRA Als GOPEK Bin KATIYO pamit p|ulang. Pet|ugas 

dari Polres Wonogiri tiba-tiba datang dan menyelidiki transaksi terseb |ut. Terdakwa 

mengak|ui mengedarkan obat "TRHIEX" kepada saksi ANDI SAP |UTRA Als GOPEK Bin 

KATIYO. Pet|ugas j|uga menyita 75 b|utir tablet daftar G TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dari 

terdakwa, yang bel|um dij|ual. 

III. Dakwaan Jaksa Pen |unt|ut |Um|um 

          S|urat Dakwaan adalah dok|umen yang d |ib|uat oleh pen |unt|ut |um |um berdasarkan has|il 

peny|id|ikan yang meng|ura|ikan t|indak p|idana yang d|idakwakan terhadap terdakwa. |Unt|uk 

d|ianggap sah, s|urat dakwaan har|us memen|uh|i persyaratan form |il dan mater|i|il, sepert|i 

yang d|inyatakan dalam Pasal 143 Ayat (2) h|ur|uf a K|UHAP.4 

Salah sat|u persyaratan formal |unt|uk s|urat dakwaan adalah sebaga|i ber|ik|ut:  

a. S|urat dakwaan har|us d|itandatangan|i oleh pen|unt|ut |um|um pemb|uatnya;  

b. S|urat dakwaan har |us menamp|ilkan |ident|itas terdakwa secara lengkap, 

termas|uk nama lengkap, jen|is kelam|in, kebangsaan, tempat t|inggal, agama, 

dan pekerjaan.  

           D|isamp|ing syarat form|il terseb|ut d |itetapkan p|ula bahwa S|urat Dakwaan har|us 

mem|uat |ura|ian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang 

didakwakan dengan menyeb|utkan tempat dan wakt|u T|indak P|idana |it|u d|ilak|ukan. Syarat 

|in|i dalam praktek terseb |ut sebaga|i syarat mater|i|il. Ses|ua|i ketent|uan pasal 143 (2) h|ur|uf b 

K|UHAP5 syarat mater|i|il,mel|ip|ut|i: 

a. |Ura|ian secara cermat, jelas dan lengkap mengena |i T|indak P|idana yang 

d|idakwakan;  

b. |Ura|ian secara cermat, jelas dan lengkap mengena|i wakt|u dan tempat 

T|indak P|idana |it|u d|ilak|ukan.  

            S|urat dakwaan har|us jelas dan menjelaskan t|indak p|idana yang d|ilak|ukan 

terdakwa. |In|i d|ilak |ukan |unt|uk memast |ikan apakah terdakwa melak|ukan t|indak p|idana 

yang d|idakwakan. J|ika persyaratan formal t|idak terpen|uh|i, s |urat t|unt|utan dapat d|ibatalkan 

(vern|iet|igbaar), dan j|ika persyaratan mater|il t|idak terpen|uh|i, t|unt|utan |it|u batal secara 

h|uk|um. 

            Dalam P|ut|usan Pengad|ilan Neger|i Wonog|ir|i Nomor : 46/P|id.S|us/2023/Pn.Wng, 

bent|uk dakwaannya adalah bent|uk dakwaan t|unggal , Maks|ud   dakwaan t|unggal  adalah 

D|iseb|ut "dakwaan t|unggal" j|ika terdakwa hanya melak|ukan sat|u kejahatan yang d|iyak|in|i 

dapat d|ib|ukt|ikan oleh pen|unt|ut |um|um. |In|i j|uga berlak|u j |ika kejahatan terseb|ut terd|ir|i dar|i 

perat|uran ata|u conc|urs |us |ideal.6 Jen|is dakwaan |in|i d|ig|unakan ket|ika pen|unt|ut |um|um 

percaya bahwa terdakwa melak|ukan t|indak p|idana tertent|u yang t|idak memerl|ukan 

dakwaan yang berbeda. Dalam kas |us d|i mana terdakwa d |idakwa melak|ukan t|indak p|idana 

 
4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 143 Ayat (2) huruf a 
5 Ibid hal 220 
6 Andi   Hamzah, Surat   Dakwaan   Dalam   Hukum   Acara Pidana, Alumni, Jakarta,2016. hlm 65. 
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penc|ur|ian, ses|ua|i Pasal 362 K|UHP, s|urat dakwaan hanya akan mem|uat dakwaan terseb |ut 

tanpa dakwaan la|in. 

Terdakwa d|idakwa oleh Pen|unt|ut |Um|um ya|it|u Pasal 106 Ayat (1) dan/ata|u Ayat 

(2),”sebaga|imana Pasal 60 angka 10 Perat |uran Pemer|intah Penggant|i |Undang-|Undang 

Nomor 2 Tah|un 2022 Tentang C |ipta Kerja Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) |U|U R|I 

Nomor 36 Tah |un 2009 Tentang Kesehatan sebaga|imana telah d|i|ubah dengan Pasal 60 

Angka 4 Perat|uran Pemer|intah Penggant|i |Undang-|Undang Nomor 2 Tah|un 2022 Tentang 

C|ipta Kerja. 

IV. T|unt|utan Jaksa Pen |unt|ut |Um|um 

            Ses|ua|i dengan Pasal 182 ayat 1 K|UHAP, t|unt|utan yang d|iaj|ukan oleh jaksa 

pen|unt|ut |um|um setelah pemer|iksaan d|is |idang pengad|ilan d |inyatakan selesa|i setelah 

proses pemb|ukt|ian d |i pers|idangan p|idana selesa|i. S|urat T|unt|utan, j|uga d|ikenal sebaga|i 

Rek|u|is|itor, adalah s|urat yang ber|is|i pemb|ukt|ian S|urat Dakwaan berdasarkan kes |imp|ulan 

pen|unt|ut |um|um tentang kesalahan terdakwa, serta t |unt|utan p|idana. S|urat T|unt|utan har|us 

d|ib|uat dengan lengkap dan benar agar s |urat t|unt |utan t|idak m|udah d|isanggah oleh terdakwa 

ata|u penasehat h |uk|umnya. 

|Is|i t|unt|utan pen |unt|ut |um|um pada pokoknya men|unt|ut agar Majel|is Hak|im Pengad|ilan 

Neger|i Wonog|ir|i dapat menjat|uhkan p|ut|usan sebaga|i ber|ik|ut : 

a) Menegaskan bahwa terdakwa, R |UHAN HAF|IZH FAHROZ|I, j |uga d |ikenal 

sebaga|i R|UHAN PARTONO WAR|INO, bersalah atas t|indak p|idana 

melak|ukan, dengan sengaja, pemb |uatan, ata|u pengedaran sed|iaan farmas|i 

dan/ata|u alat kesehatan yang t|idak mem|il|ik|i |iz|in edar, sepert|i yang d|inyatakan 

dalam dakwaan pr |ima|ir Pasal 197 |U|U R|I No 36 Tah|un 2009 Tentang 

Kesehatan, yang telah d|ir|ubah dengan Pasal 60 angka 10 Perat |uran Pemer|intah 

Penggant|i |Undang-|Undang Nomor 2 Tah|un 2022 Tentang c|ipta kerja. 

b) Menjat|uhkan p|idana terhadap : 

Terdakwa R|UHAN HAF|IZH  FAHROZ|I Als R|UHAN PARTONO WAR|INO 

dengan p |idana p|idana penjara selama 1 (sat |u) tah|un dan 4 (empat) b |ulan, Dan 

membayar denda sebesar Rp 3.000.000,- (t |iga j|uta r|up|iah) s|ubs |ida|ir 3 (t|iga) 

b|ulan. 

c) Menyatakan barang b |ukt|i ber|upa 

1) 1 (sat|u) str|ip ber|is|i 10 (sep|ul|uh) b|ut |ir obat daftar G 

TR|IHEXYPHEN|IDYL tablet 2 mg 

2) 1 (sat|u) str|ip ber|is|i 9 (Semb|ilan) b|ut|ir obat daftar G 

TR|IHEXYPHEN|IDYL tablet 2 mg. 

3) 7 (t|uj|uh) str|ip yang mas |ing-mas|ing ber|is|i 10 (sep|ul|uh) b|ut|ir, dengan 

j|umlah total 70 (t|uj|uh p|ul|uh) b|ut|ir obat daftar G 

TR|IHEXYPHEN|IDYL tablet 2 mg.  

4) 1 (sat|u) str|ip ber|is|i 3 (t|iga) b|ut|ir obat daftar G TR|IHEXYPHEN |IDYL 

tablet 2 mg.  

5) 1 (sat|u) str|ip ber|is|i 2 (d|ua) b|ut|ir obat daftar G TR|IHEXYPHEN|IDYL 

tablet 2 mg.  

6) 1 (sat|u) b|uah tas selempang warna ab|u-ab|u merk “B|UFFBACK”.  

D|irampas |unt |uk d|im|usnahkan ;  

1) 1 (sat|u) |un|it Sepeda Motor merk “Honda CB150R” warna h |itam dengan 

Mahkamah Ag|ung Rep|ubl|ik |Indones|ia No.Pol AD 3350 V|I ;  
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D|ikembal|ikan kepada Terdakwa ;  

1) 1 (sat|u) b|uah Handphone merk “REALME C30’’ Warna B |ir|u dengan 

nomor S|IM CARD 089517128492;  

2) |Uang T|una|i Sen|ila|i Rp.120.000 (serat|us d |ua p|ul|uh r|ib|u r|up|iah). 

D|irampas |unt |uk Negara 

3) Membebankan Terdakwa membayar b|iaya perkara sej|umlah 

Rp.5.000,00 (l|ima r|ib|u r|up|iah). 

V. Alat B|ukti Dan Barang B|ukti 

        Pasal 184 (1) Kode H|uk|um Acara Pidana menetapkan bahwa alat b |ukti yang sah 

adalah "keterangan saksi, keterangan ahli, s |urat, pet|unj|uk, dan keterangan terdakwa." 

Dalam sistem pemb|uktian hok|um acara pidana yang mengan |ut stelse negatief wettelijk, 

hanya b|ukti yang  sah yang dapat dig|unakan |unt|uk pemb|uktian.7 

        Persidangan pelak|u memiliki d|ua saksi, sat|u saksi biasa dan sat|u saksi ahli. Sem|ua 

saksi memberikan keterangan mereka masing-masing. Pen|ulis akan memberikan contoh 

beberapa saksi dalam persidangan terseb |ut. 

a. Keterangan Saksi 

1) AG|UNG SETYO B|UDI, S.H., 

a. Bahwa saksi telah diperiksa dengan benar oleh penyidik; 

b. Bahwa keterangan saksi di BA penyidik benar;  

c. Bahwa ada h|ub|ungan antara saksi dan terdakwa dalam kas |us ini 

karena saksi yang melak |ukan penangkapan terhadap terdakwa;  

d. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rab |u tanggal 1 Maret 2023 

sekitar p|uk|ul 14.00 WIB di depan toko Darto yang terletak di D|us|un 

Balerejo, Ds/Kel.Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kab |upaten 

Wonogiri;  

e. Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang ditangkap, yait |u Andi 

Sap|utra alias Gopek. 

f. Bahwa pada saat penangkapan dan pengembangan, Terdakwa bar |u 

selesai menj|ual obat daftar G Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 

2 strip yang berisi 10 (sep|ul|uh) b|utir total 20 b|utir kepada Andi 

Sap|utra alias Gopek. 

g. Dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditem |ukan bahwa obat 

terseb|ut dig|unakan |unt|uk mengobati penyakit yang diseb|utkan di 

atas. 

h. Setelah terdakwa ditangkap, terdakwa telah menj |ual tablet 

Trihexyphenidyl daftar G 2 mg kepada Andi Sap |utra d |ua kali, 

pertama kali pada Desember 2022 dan terakhir kali pada Rab |u 

tanggal 1 Maret 2023. 

i. Berdasarkan al|ur penangkapan terdakwa, saksi dan rekan-rekan 

saksi pertama kali mengetah|ui dari masyarakat bahwa terdakwa 

sering mengons|umsi dan menj|ual narkoba. Pada Rab|u tanggal 1 

Maret 2023, saksi dan rekan-rekan saksi melak|ukan penyelidikan 

dan menem|ukan terdakwa di depan toko Darto di Balerejo, 

 
7 Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti,(Jakarta Ghalia Indonesia 1983) hal.19 
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Hargantoro. Saat saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri 

terdakwa, mereka menem|ukan bahwa dia membawa obat-obatan, 

yait|u 70 (t|uj |uh p|ul|uh) b|utir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL 

tablet 2 mg, 1 (sat|u) strip berisi 3 (tiga) b|utir obat daftar G 

TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, dan 1 (sat|u) strip berisi 2 (d|ua) 

b|utir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg. Selain it |u, 

saksi dan rekan-rekan saksi menem|ukan 

j. Ketika ditanya, Terdakwa mengak|ui memiliki obat-obatan terseb|ut. 

Setelah diperiksa oleh saksi dan rekan-rekan saksi, terb|ukti bahwa 

Terdakwa bar|u saja menj|ual 2 strip yang berisi 10 b|utir obat daftar 

G Trihexyphenidyl tablet 2 mg kepada Andi Sap |utra alias Gopek. 

Berdasarkan pengak |uan Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi 

melak|ukan penangkapan terhadap Andi Sap |utra alias Gopek; 

k. Fakta bahwa Terdakwa memperoleh ke|unt|ungan sebesar 

Rp.101.000,00 (serat|us sat|u rib|u r|upiah) dari penj|ualan obat daftar 

G TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kepada ANDI SAP |UTRA dan 

fakta  

l. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang 

|unt|uk membeli dan menj|ual obat daftar G terseb|ut. 

2) K|UK|UH BAG|US N|UGROHO, S.Farm,Apt, 

a. Obat keras (golongan obat daftar G) adalah obat yang hanya boleh 

d|iber|ikan dengan resep dokter; 

b. Ses|ua|i perat|uran BPOM No. 10 Tah|un 2019 tentang Pedoman 

Pengelolaan Obat-Obat Tertent |u yang Ser|ing D|isalahg|unakan, 

penyerahan obat tertent|u (Tr|ihexyphen|idyl) kepada pas|ien har|us 

d|ilak|ukan oleh tenaga kefarmas|ian berdasarkan resep dokter, 

d|is|impan pada s|uh|u yang d|irekomendas|ikan oleh |ind|ustr|i farmas|i, 

dan d|i tempat yang aman. 

c. Karena Tr|ihexyphen|idyl termas|uk golongan obat keras yang hanya 

boleh d|iber|ikan melal|u|i apotek, p|uskesmas, |instalas|i farmas|i r|umah 

sak|it, dan |instalas|i farmas|i kl|in|ik dengan resep dokter, maka 

peny|impanan obat dengan kategor|i OOT har|us d|ilak|ukan d|i tempat 

yang aman berdasarkan anal|is|is r|is|iko |unt|uk mas|ing-mas|ing sarana, 

ses|ua|i dengan Perat|uran Kepala Badan POM R |I BPOM No. 10 

Tah|un 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertent|u yang 

sering disalahg|unakan. 

d. Mekanisme distrib|usi ata|u penyal|uran obat ata|u sediaan farmasi 

adalah sebagai berik|ut: Prod|usen obat ata|u ind|ustri farmasi yang 

memprod|uksi obat ata|u sediaan farmasi akan mengirimkan obat-

obatan terseb |ut melal|ui sarana distrib|usi, yait|u Pedagang Besar 

Farmasi (PBF). Selanj|utnya, obat-obatan terseb|ut didistrib|usikan ke 

fasilitas farmasi seperti apotek, instalasi farmasi r |umah sakit, dan 

instalasi farmasi klinik. Selanj|utnya, obat-obatan terseb|ut 

didistrib|usikan dari apotek dan ata|u r|umah sakit obat ke fasilitas. 

e. Obat yang diedarkan memiliki nomor izin edar yang telah 

kedal|uwarsa, sehingga tidak dapat menjamin k |ualitas, standar, dan 
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keamanannya. Pengg|unaan obat tanpa resep dokter dapat 

menyebabkan pemakaian tidak ses|uai dosis terapi, yang dapat 

menyebabkan nyeri dada, deny|ut jant|ung yang lebih rendah, 

pingsan, gangg|uan memori dan kesadaran, dan bahaya bagi mereka 

yang mengons|umsinya karena tidak di bawah pengawasan orang 

yang berwenang. 

b. Barang B|ukti 

          Alat b|ukt|i adalah apa saja yang   men|ur|ut   |undang-|undang   dapat   d|ipaka|i |unt|uk  

memb|ukt|ikan  benar  ata |u  t|idaknya  s|uat|u t|ud|uhan. Sedangkan     memb|ukt|ikan     adalah 

meyak|inkan hak |im tentang kebenaran dal|il ata |u dal|il-dal|il    yang d|ikem|ukakan dalam 

s|uat|u persengketaan. Dengan dem |ik|ian nampaklah bahwa pemb |ukt|ian |it|u hanyalah   

d|iperl|ukan manakala terjad|i persengketaan  ata|u perkara d|i m|uka s |idang pengad|ilan.8 

           Dalam perkara Nomor 46/pid.s |us/2021/Pn.Wng, barang b|ukti yang disita adalah 

sebagai berik|ut : 

1) 1 (sat|u) strip berisi 10 (sep|ul|uh) b|utir obat daftar G 

TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg 

2) 1 (sat|u) strip berisi 9 (Sembilan) b|utir obat daftar G 

TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg. 

3) 7 (t|uj|uh) strip yang masing-masing berisi 10 (sep|ul|uh) b|utir, dengan 

j|umlah total 70 (t|uj|uh p|ul|uh) b|utir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL 

tablet 2 mg.  

4) 1 (sat|u) strip berisi 3 (tiga) b|utir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL 

tablet 2 mg.  

5) 1 (sat|u) strip berisi 2 (d|ua) b|utir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL 

tablet 2 mg.  

6) 1 (sat|u) b|uah tas selempang warna ab|u-ab|u merk “B|UFFBACK”.  

VI. P|ut|usan Hakim 

1. Menegaskan bahwa Terdakwa R |UHAN HAFIZH FAHROZI, j |uga dikenal 

sebagai R|UHAN Bin PARTONO WARINO, terb|ukti bersalah atas dakwaan 

pertama Pen|unt|ut |Um|um tentang "Dengan sengaja mengedarkan sediaan 

farmasi yang tidak memiliki izin edar",  

2. d|ijat|uh|i h|uk|uman penjara selama 1 tah |un dan 4 b|ulan serta denda sej|umlah Rp 

3.000.000,- (t|iga j|uta r|up|iah) j|ika denda t|idak d|ibayar. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah d |ijalan|i oleh 

Terdakwa d|ik|urangkan sel|ur|uhnya dar|i p|idana yang d|ijat|uhkan; 

4. Menetapkan Terdakwa tetap d|itahan; 

5. Menetapkan barang b |ukt|i ber|upa :  

- 1 (sat|u) strip berisi 10 (sep|ul|uh) b|utir obat daftar G 

TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg 

- 1 (sat|u) strip berisi 9 (Sembilan) b|utir obat daftar G 

TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg. 

- 7 strip yang masing-masing berisi 10 b|utir, dengan j|umlah total 70 b|utir 

obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg. 

- 1 strip berisi 3 b|utir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg. 

 
8 Pasal 184 KUHAP 
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- 1 strip berisi 2 b|utir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg. 

- 1 b|uah tas selempang warna ab|u-ab|u merk “B|UFFBACK”. 

Dirampas |unt|uk dim|usnahkan ; 

- 1 |unit Sepeda Motor merk “Honda CB150R” warna hitam dengan 

No.Pol AD 3350 VI ;  

                                    Dikembalikan kepada Terdakwa ; 

- 1 b|uah Handphone merk “REALME C30’’ Warna Bir |u dengan 

nomor SIM CARD 089517128492;  

- |Uang T|unai Senilai Rp.120.000.  

                                   Dirampas |unt|uk Negara ;  

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sej|umlah Rp.5.000,00  

VII. Analisis  Pen|ulis 

        Dalam kas |us ini, dakwaan ata|u pasal Jaksa Pen|unt|ut |Um |um telah diterapkan dengan 

benar. Men |ur|ut pen|ulis, kas|us Nomor 46/Pid.S |us/2023/Pn.Wng ini mer|upakan tindak 

pidana karena dengan sengaja mengedarkan obat dan tidak memiliki izin |unt|uk 

mengedarkannya. Setelah mel|ihat dakwaan dan t|unt|utan Pen|unt|ut |Um|um d|i atas, jelas 

bahwa jaksa pen|unt |ut |um|um mengg|unakan dakwaan t|unggal dalam kas|us |in|i. Karena 

t|idak ada kem|ungk |inan |unt|uk mengaj|ukan dakwaan alternat |if ata|u dakwaan la|innya dalam 

s|urat dakwaan |in|i, hanya sat|u t|indak p|idana yang dapat d|idakwakan. 

      Pasal 106 Ayat (1) dan/ata|u Ayat (2) |U|U R|I Nomor 36 Tah|un 2009 Tentang 

Kesehatan, sebaga|imana telah d|i |ubah dengan Pasal 60 Angka 4 Perat |uran Pemer|intah 

Penggant|i |Undang-|Undang Nomor 2 Tah|un 2022 Tentang C|ipta Kerja, serta Pasal 60 

Angka 10 Perat|uran Pemer|intah Penggant|i |Undang-|Undang Nomor 2 Tah|un 2022 Tentang 

C|ipta Kerja, men |unj|ukkan bahwa terdakwa d|idakwa oleh Pen|unt|ut |Um|um. 

Dalam t|indak p|idana mengedarkan sed|iaan farmas|i tanpa |iz|in edar, |uns|ur-|uns|ur ber|ik|ut : 

1) |Uns|ur Set|iap orang;  

D|i s|in|i, kata "Set|iap Orang" b|ukanlah |uns|ur del|ik, tetap|i |uns|ur pasal yang men|unj|ukkan 

sem|ua s|ubyek h|uk|um sebaga|i pend|uk|ung hak dan kewaj|iban yang d|idakwa telah 

melak|ukan t|indak p|idana yang d|ilarang oleh |undang-|undang. |Ist|ilah "Set|iap Orang" selal|u 

melekat pada set|iap |uns|ur del|ik, seh|ingga del|ik akan terpen|uh|i dan pelak|unya dapat 

d|ipertangg|ungjawabkan d|i bawah |undang-|undang. Setelah memer|iksa |ident|itas terdakwa, 

Majel|is Hak|im meny |imp|ulkan bahwa Terdakwa R |UHAN HAF|IZH FAHROZ|I Als 

R|UHAN B|in PARTONO WAR|INO adalah terdakwa yang d|iaj|ukan oleh Pen|unt|ut |Um|um 

d|i pers|idangan. Dengan dem|ik|ian, Majel|is Hak|im meny|imp|ulkan bahwa yang d |imaks|ud 

dengan "set|iap orang" dalam kas|us |in|i adalah s|ubjek h|uk|um. 

2) |Uns|ur Dengan sengaja;  

Dalam sejarah pembent|ukan K|UHP|idana, yang dapat d|il|ihat dalam memor|ie van 

toel|icht|ing (MvT), "w|illens en weten" adalah yang d|imaks|ud dengan "dengan sengaja" 

ata|u opzet, yang berart|i bahwa seseorang yang melak|ukan s |uat|u perb|uatan dengan sengaja 

har|us menghendak|i (w|illen) perb|uatan |it|u dan meng|insyaf|i, menyadar|i, ata|u memaham|i 

ak|ibat dar|i perb|uatan |it|u. Memperod|uks|i, d|i s|is|i la|in, berart|i menghas|ilkan ata|u 

mengel|uarkan has|il, dan mengedarkan, berart|i menyampa|ikan barang dar|i sat|u orang ke 

orang la|in ata|u menyampa|ikan ata|u mengel|uarkan membawa barang dar |i sat|u orang ke 

orang la|in.  

3) |Uns|ur Memprod|uks|i ata|u mengedarkan; 



Jurnal Bevinding Vol 02 No 12 Tahun 2025 

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 

 
 

22 
 

Bahwa yang d|imaks|ud dengan sed|iaan farmas |i men|ur|ut ketent|uan Pasal 1 |U|U R|I Nomor 

36 Tah|un 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat trad|is|ional, dan kosmet|ika, 

sedangkan yang d|imaks|ud dengan alat kesehatan adalah |isntr|umen, aparat|us, mes|in 

dan/ata|u |implan yang t|idak mengand|ung obat yang d|ig|unakan |unt |uk mencegah, 

mend|iagnoas|is, menyemb|uhkan dan mer|ingankan penyak|it, merawat orang sak |it, 

mem|ul|ihkan kesehatan pada man |us|ia, dan/ata|u membent|uk str|ukt|ur dan memperba|ik|i 

f|ungs|i t|ub|uh.9  

Berdasarkan fakta-fakta yang terjad|i d|ipers|idangan, maka perb|uatan Terdakwa “Dengan 

sengaja mengedarkan sed |iaan farmas|i tanpa mem|il|ik|i |iz|in edar telah terpen|uh|i”. 

4) Sediaan farmasi dan/ata |u alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. 

Berdasarkan kesel|ur|uhan |uraian di atas, yang kesem|uanya didasarkan pada 

fakta-fakta yang ter|ungkap dalam persidangan melal|ui keterangan saksi, 

barang b |ukti, dan pet|unj|uk yang diaj|ukan oleh terdakwa dan para saksi, 

maka pasal-pasal yang didakwakan telah terb|ukti, dan terdakwa telah 

terb|ukti secara sah dan meyakinkan telah memen |uhi syarat |unt|uk menjadi 

terdakwa. 

           Setelah dakwaan pertama terb|ukti, terdakwa dianggap melak|ukan tindak pidana 

yang sah dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa memiliki izin edar yang diat |ur 

dalam Pasal 106 |Undang-|Undang Nomor 36 Tah|un 2009 tentang Kesehatan. Terdakwa 

har|us d|iber|i h|uk|uman yang set|impal dengan t|indakannya. Terdakwa har|us d|ijat|uh|i 

h|uk|uman ses|ua|i dengan kesalahannya karena t|idak ada alasan pembenar ata|u pemaaf yang 

dapat mengh|ilangkan pertangg|ung jawaban terdakwa.  

           Dalam kas|us |in|i, hak|im menent|ukan bahwa terdakwa bersalah melak |ukan t|indak 

p|idana mengedarkan sed|iaan farmas |i tanpa mem|il|ik|i |iz|in edar. Menjat|uhkan p|idana 

kepada Terdakwa oleh karena |it|u dengan p|idana penjara selama 1 (sat |u) tah|un dan 4 

(empat) b|ulan serta denda sej|umlah Rp 3.000.000,- (t|iga j|uta r|up|iah) dengan ketent|uan 

apab|ila denda t|idak d|ibayar maka d|igant|i dengan p|idana k|ur|ungan selama 3 (t|iga) b|ulan. 

Kep|ut|usan hak |im |unt|uk menjat|uhkan h|uk|uman p|idana terhadap pelak |u s|udah benar 

d|idasarkan pada pert|imbangan y|ur|id|is. Pen|ul|is berpendapat bahwa fakta-fakta 

pers|idangan dan alat b |ukt|i yang sah leb|ih menent|ukan penjat |uhan sanks|i oleh Hak |im. 

H|uk|uman penjara selama 1 (sat |u) tah|un dan 4 (empat) b|ulan yang d |ijat|uhkan kepada 

terdakwa c|uk|up |unt|uk memb|uat pelak|u berhent|i melak|ukan t|indakan yang sama. 

           Berdasarkan anal|is|is, Pen|ul|is percaya bahwa kep |ut|usan yang d |iber|ikan kepada 

terdakwa s|udah c|uk|up. Hak|im telah ses|ua|i dengan t|unt|utan Jaksa Pen|unt|ut |Um|um dan 

fakta-fakta yang ter|ungkap d|i pers|idangan seh|ingga h|uk|uman p|idana terhadap terdakwa 

leb|ih t|ingg|i dar|ipada t|unt|utan Jaksa Pen |unt|ut |Um|um. Hal |in|i d|isebabkan oleh fakta bahwa 

hak|im mem|il|ik|i otor|itas dan kemand|ir|ian |unt|uk menent|ukan h|uk|uman terhadap seorang 

terdakwa, termas|uk dampak jera dar|i pem |idanaan. 

 

D. KES|IMP|ULAN  

Dalam penerapan |Undang-|Undang t|indak p|idana pengedaran dan penyalahg|unaan sed|iaan 

farmas|i tanpa |iz|in edar yang d|iat|ur dalam pasal 160 |Undang-|Undang No.36 tah|un 2009 Tentang 

Kesehatan. menegaskan larangan peredaran dan penyalahg|unaan sed|iaan farmas|i tanpa |iz|in edar. 

Pasal |in|i bert|uj|uan |unt|uk mel|ind|ung|i masyarakat dar|i r|is|iko kesehatan ak |ibat pengg|unaan obat-

 
9 Pasal 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 
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obatan yang t|idak memen|uh|i standar keamanan, m|ut|u, dan khas|iat. Dalam pelaksanaannya, 

pelak|u yang melanggar ketent|uan |in|i dapat d|ikena|i sanks|i p|idana ber|upa h|uk|uman penjara 

dan/ata|u denda, sebaga|imana d|iat |ur dalam |undang-|undang. Dalam h|uk|um p|idana, 

pertangg|ungjawaban dapat d|ilak|ukan atas dasar kesalahan ata|u tanpa perl|u memb|ukt|ikan adanya 

kesalahan terseb|ut. Kesalahan dapat debedakan menjad |i d|ua macam ya|it|u kesengajaan dan 

kealpaan. Adanya pem|idanaan terhadap pelak |u t|indak p|idana yang mengedarkan obat-obatan 

tanpa |iz|in edar, men|ur|ut kep|ut|usan No. 46/p |id.s|us/2023/Pn.Wng. Men|unj|ukkan  bahwa terdakwa 

terb|ukt|i secara sah dan meyak|inkan bersalah melak|ukan t|indak p|idana mengedarkan obat tanpa 

|iz|in edar. Pasal 106 |Undang-|undang Nomor 36 Tah|un 2009 tentang Kesehatan adalah dakwaan 

yang d|ikenakan dalam kas|us |in|i. Terdakwa har|us bertangg|ung jawab atas perb|uatannya karena 

terpen|uh|inya |uns|ur-|uns |ur t|indak p|idana terseb |ut. Men|ur|ut kep |ut|usan Majel|is Hak|im, terdakwa 

har|us menjalan|i p|idana penjara selama 1 tah|un dan 2 b|ulan serta membayar denda sebesar Rp. 

3.000.000. 

SARAN  

Dalam hal ini , pemerintah perlu mengawasi, dan Balai POM diberi wewenang untuk lebih 

proaktif dalam melakukan pengawasan mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Dengan 

mengoptimalkan badan pengawas yang ada di daerah Tingkat II (Kab/Kota), Tingkat I (Propinsi), 

dan Tingkat Pusat, kami akan mengawasi pihak-pihak yang terkait dari produksi hingga distribusi. 

Ini akan melibatkan seluruh masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga tertentu. 

Oleh karena itu, membeli dan menjual obat tanpa izin edar sangat sulit untuk dilakukan, dan ini 

dapat membantu mengurangi jumlah kejahatan yang berkaitan dengan pengedaran dan 

penyalahgunaan obat tanpa izin edar.  
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